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 BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 94                                 2016                                    SERI :  E                                                                                      

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR 94 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 

 TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka 
Peraturan walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Bekasi dipandang perlu untuk diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a maka perubahan dimaksud 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4915); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2017; 

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi  Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah   Kota  Bekasi  Tahun  2013  
Nomor  11  Seri  E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas    Peraturan    Daerah   
Nomor   11   Tahun   2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D). 
 

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan 
Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2007 Nomor 18 Seri E); 

2. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 
Anggaran 2017 Nomor 700/742-LHR/ITKO Tanggal 3 
Agustus 2016.   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017. 
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Pasal I 

 

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 (Berita 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 26 Seri E) diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.  

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
 Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 14 Nopember 2016 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 
         Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 14 Nopember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                      Ttd/Cap 
 
         RAYENDRA SUKARMADJI 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016  NOMOR  94 SERI  E  
 


